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Jakarta (Inside Lombok) – Presiden Joko Widodo meminta agar penyaluran Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) Desa dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dapat disederhanakan agar 

masyarakat dapat menerima bantuan lebih cepat. 

“Tadi pagi sudah saya perintahkan kepada Menko PMK (Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan), kepada Menteri Sosial dan juga kepada Menteri Desa untuk mempercepat proses 

penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai dengan cara menyederhanakan prosedurnya, 

memotong prosedurnya,” kata Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu. 

Menurut dia, jumlah bantuan yang disalurkan oleh pemerintah masih di bawah 30 persen dari 

total bantuan yang harusnya dikucurkan. 

“Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini BLT Desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 

15 persen, artinya masih ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat. Kemudian juga 

untuk Bansos Tunai, BST ini juga baru kurang lebih, informasi yang sata terima, 25 persen 

yang diterima oleh masyarakat sehingga masih ada 75 persen yang belum diterima,” katanya. 

Karena itu, tiga menteri yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Menteri Sosial, Juliari P Batubara, dan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, telah ditugaskan 

untuk menyederhanakan prosedurnya. 

“Sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini baik itu BLT Desa maupun Bansos 

Tunai,” katanya. 

Baik BST dan BLT Desa, menurut Jokowi, punya nilai yang sama dengan masa pemberian 

bantuan yang juga sama. 

 



“BST, Bansos Tunai sebesar Rp600 ribu yang akan diberikan tiga bulan berturut-turun dan 

juga BLT Desa sebesar Rp600 ribu yang juga diberikan selama tiga bulan berturut-turut,” 

katanya. 

Ia menyatakan telah memperhatikan riuh-rendahnya masyarakat yang masih belum 

mendapatkan BLT Desa dan Bansos Tunai, padahal pemerintah sudah mengucurkan berbagai 

program bansos karena pandemi Covid-19. 

“Dengan adanya wabah Covid-19 ini pemerintah telah memberikan bantuan sosial kepada 

masyarakat berupa pertama penggratisan listrik untuk pelanggan 450 VA dan juga diskon 50 

persen untuk pelanggan 900 VA. Kedua juga bantuan Kartu Sembako untuk 20 juta penerima, 

dan juga ada Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga, keempat 

diberikan Bantuan Langsung Tunai Desa dan kelima Bantuan Sosial Tunai,” katanya. 

Ia pun meminta agar masyarakat dapat menanyakan ke ketua RT, RW dan kepala desa untuk 

menindaklanjuti pemberian bantuan itu. 

Terdapat sejumlah program jaring pengaman sosial stimulus Covid-19 yang sudah diluncurkan 

pemerintah senilai total Rp110 triliun. Dari program-program tersebut, terdapat 4 jenis bantuan 

sosial (bansos) yang dikelola Kementerian Sosial. 

Dua bansos dari Kemensos bersifat reguler atau sudah biasa diberikan sebelumnya yaitu 

Program Keluarga Harapan dengan target 10 juta penerima manfaat dengan besaran manfaat 

yang berbeda-beda sesuai kualifikasi penerima dan program sembako untuk 20 juta Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) dengan nilain masing-masing Rp200.000 per KPM. 

Bansos kedua adalah bansos non-reguler khusus Covid-19 yang terdiri atas bansos sembako 

bagi wilayah Jabodetabek dengan target 1,9 juta KK dengan besarnya Rp600.000 untuk 

masing-masing KK selama tiga bulan serta BLT untuk 9 juta KK di luar Jabodetabek. 

Bansos kelima berbentuk Kartu Pra Kerja di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian 

yang ditujukan untuk 5,6 juta penerima dengan total anggaran Rp20 triliun yang diberikan pada 

April-Desember 2020. 

Bansos keenam adalah Bantuan listrik yaitu menggratiskan pemakaian listrik untuk 450 VA 

dan diskon 50 persen untuk pemakaian 900 VA pada April-Juni 2020. 

Terakhir, bansos ketujuh berupa Bantuan Langsung Tunai dana desa di bawah Kementerian 

Desa bagi 12,3 juta KK dengan nilai Rp600 ribu per bulan per KK pada April-Juni 2020. (Ant) 
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Catatan: 

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako 

Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) yang menjelaskan : 

- DIKTUM KEEMPAT bahwa Bantuan Sosial Sembako dilaksanakan di wilayah: 

a. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta; 

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan 

Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan 

Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup; 

c. Pemerintah Daerah Kota Depok; 

d. Pemerintah Daerah Kota Tangerang; 

e. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan 

f. Pemerintah Daerah Kota Bekasi. 

- DIKTUM KELIMA bahwa Bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT. 

- DIKTUM KEENAM bahwa Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial sembako dan 

bantuan sosial tunai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 

dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin. 

 

Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 

tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan: 

- BAB II Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai : 

a. Besaran Nilai Bantuan Sosial Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) 

per keluarga per bulan. 

b. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan pencairan dana BST melalui 

pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank dan/atau Pos Penyalur. 



c. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas 

Negara ke rekening Bank Penyalur dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari 

rekening Bank Penyalur ke rekening KPM Bantuan Sosial Tunai. 

d. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas 

Negara ke rekening Pos Penyalur dilakukan dengan cara pemberian uang tunai dari 

rekening Pos Penyalur kepada KPM Bantuan Sosial Tunai oleh petugas Pos Penyalur. 

e. Dalam penyaluran BST kepada KPM Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh 

Bank/Pos Penyalur dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau 

Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan memperhatikan protokol kesehatan. 

- BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa Pengawasan 

penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang meliputi: 

a. Pencapaian target realisasi BST kepada KPM BST; 

b. Kesesuaian BST dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian BST; 

c. Akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran BST; 

d. Transparansi penyaluran BST; dan 

e. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah 

kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin 

yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos 

penyalur dalam penyaluran BST. 

- BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa APIP 

melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. APIP dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah 

provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal 

Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan 

Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST dalam rangka pengawasan 

penyaluran BST. 


